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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Dalam rangka pengembangan Kota Tembilahan merupakan 
kegiatan yang sangat beragam salah satunya terwujud dengan adanya 
pemusatan dan penyebaran lokasi kegiatan masyarakat seperti pasar, 
perumahan, rumah sakit maupun sekolah. Lokasi tersebut perlu 
ditunjang dengan adanya sarana transportasi yang bertujuan didalam 
kota maupun yang bertujuan di luar kota. Dapat kita lihat 
pembangunan Daerah Kota Tembilahan berkembang cukup pesat. 
Dalam segi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan 
ekonomi, menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di Kota 
Tembilahan yang secara tidak langsung berdampak pada 
meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi. 
 Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang 
masih menggunakan transportasi travel angkutan umum. Karena jalan 
umum kota Tembilahan digunakan sebagai jalur penghubung untuk 
keluar Daerah seperti ke Pekanbaru, Sumatra Barat dan Daerah 
lainnya. Industri transportasi umum yaitu travel yang merupakan dari 
industri yang harus di prioritaskan. Hal ini mengakibatkan kebutuhan 
disektor angkutan umum yaitu travel yang menjadi tolak kekuatan dan 
kemakmuran daerah tersebut. Dalam sektor transportasi travel 
angkutan umum memiliki peran yang cukup penting dalam peningkan 
mobilitas warga, baik dari segi kepentingan, maupun layanan 
perdagangan barang dan jasa, tidak itu saja transportasi travel 
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angkutan umum juga merupakan sarana yang sangat penting dan 
strategi dalam memperlancar dari segi roda perekonomian. Sejalan 
dengan otonomi daerah transportasi travel angkutan umum ini mampu 
mendorong perkembangan suatu daerah, dengan adanya transportasi 
travel dapat memperpendek waktu tempuh dalam mencapai suatu 
tujuan dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 
retrebusi perizinan, objek retrebusi itu terdiri dari Retrebusi Jasa 
Umum, Retrebusi Jasa Usaha, dan Retrebusi Perizinan Tertentu. (UU 
Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah pasal 140 h 76). 
 Retrebusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya, barang, sarana dan 
prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 
dan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu dari jenis Rerebusi 
Perizinan Tertentu merupakan Retrebusi Izin Trayek, Retrebusi Izin 
Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau 
bebeapa trayek tertentu.  
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Indragiri Hilir melaksanakan sebagian dari tugas pemerintahan dan 
pembangunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kepala 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan 
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Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir adalah 
berwenang dalam menertibkan izin penyelenggaraan angkutan orang 
dalam trayek berupa izin angkutan umum, berkaitan dengan izin 
trayek, adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di Kabupaten 
Indragiri Hilir. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan 
pembangunan di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
yang diserahkan (Desentralisasi) dan yang diperbantukan kepada 
daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir yaitu (Dinas Perhubungan 
komunikasi dan Informatika : 2017) : 
a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana 
dan program dibidang Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Indragiri Hilir 
b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dibidang 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Indragiri Hilir 
c. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi 
pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Darat 
d. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi 
pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Laut 
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e. Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi 
pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Udara 
Dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Indragiri Hilir terhadap travel jasa angkutan 
umum yaitu : 
1. Pengawasan meliputi, pelakanaan lalu lintas angkutan 
jalan, melaksanakan pengujian berkala terhadap kendaraan 
travel, izin trayek, inspeksi. 
2. Penertiban meliputi yaitu, memeriksa kendaraan travel 
umum, perusahaan travel, SPJK (Surat penentu jenis 
kendaraan) dan SPSK (Surat penentu sifat kendaraan). 
Dari tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika mempunyai sasaran untuk tercapainya peningkatan sarana 
dan prasarana Perhubungan Darat, Laut, Udara serta Komunikasi dan 
Informatika, dan Prasarana yang mendukung kebijaksanaan dalam 
rangka untuk meningkatkan pembangunan dibidang perhubungan 
komunikasi dan informatika (Dishubkominfo Inhil). Maka dari itu 
diperlukan pengawasan yang dilakukan bukan ditujukan untuk 
mencari yang salah, melainkan untuk memahami apa yang salah dan 
mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta 
mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana 
yang telah dilakukan sebelumnya. 
Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan umum 
bagi mobilitas orang dan barang dari plosok tanah air selain itu 
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transportasi juga sebagai penunjang dan pendorong dan penggerak 
bagi kebutuhan daerah yang berpotensi. Pada saat ini aktivitas 
masyarakat sedang mengalami peningkatan dari tahun ketahun, 
dikarenakan banyaknya permintaan yang sangat tinggi dan banyaknya 
mahasiswa yang menggunakan jasa angkutan umum dan banyaknya 
permintaan masyarakat yang menggunakan travel jasa angkutan 
umum tersebut, sehingga hal ini mengakibatkan intensitas dan 
mobilitas perjalanan dengan meningkatnya yang menggunakan 
transportasi travel angkutan umum, mengakibatkan munculnya 
angkutan umum ilegal. 
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Retrebusi izin trayek menetapkan sebagai berikut : 
1. Bahwa guna menyelenggarakan ketertiban dalam arus lalu 
lintas orang atau barang dalam wilayah Kabupaten 
Indragiri Hilir yang menggunakan Angkutan Penumpang 
Umum, baik yang menggunakan kendaraan bermotor di 
darat maupun di air, perlu mengatur pemberian Izin 
Trayek. 
2. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retrebusi Daerah perlu mengadakan penggantian terhadap 
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 
Tahun 1998 tentang Retrebusi Izin Trayek. 
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
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Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retrebusi Izin 
Trayek. 
Bagi setiap orang atau Badan yang akan mengoperasikan 
angkutan penumpang umum di wilayah Daerah, terlebih dahulu harus 
mempunyai izin trayek. Setiap orang atau Badan yang telah mendapat 
Izin Trayek bagi Angkutan di jalan, pada setiap kendaraannya wajib 
dilengkapi dengan Kartu Pengawasan/Kartu Kontrol. Hal ini berkaitan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu 
pada UU No. 22 Tahun 2009 pasal 3 tentang Lalulintas dan angkutan 
Jalan yang berbunyi yaitu, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
diselenggarakan dengan tujuan: 
1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan 
moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian 
nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung 
tinggi martabat bangsa; 
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 
masyarakat. 
Dalam mengoperasikan angkutan penumpang umum diluar dari 
pada izin trayek yang dimilikinya, terlebih dahulu harus mempunyai 
izin Insidentil. Izin Trayek, Kartu Pengawasan/Kartu Kintrol, surat 
izin Berlayar dan Izin Insidentil diterbitkan oleh Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk. Sangsi dari pelanggaran yang dilakukan pengendara 
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yang membawa angkutan tidak berizin dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak RP. 
500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi 
peraturan dan menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana 
yang di maksud dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 173 (1)Tata cara 
penertiban dan atau persyaratan untuk memperoleh izin Trayek, Kartu 
Pengawasan, Kartu Kontrol dan surat izin berlayar serta penambahan 
dan atau perubahan izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah No 8 
Tahun 2011. 
Berdasarkan hasil wawancara prariset yang penulis laukukan 
terhadap Alen pengelola travel, beliau mengungkapkan : 
“Sudah menjadi keinginan bersama untuk memfusgsikan 
travel yang resmi yang memiliki plat kuning tapi belum 
terlaksana karena banyak kendala selain belum adanya 
penumpang dan barang dari terminal dan sealiknya pengusaha 
transportasi travel angkutan umum yang resmi juga mengeluh 
masih adanya trasnportasi travel angkutan umum yang 
menggunakan plat hitam yang keluar masuk kedaerah 
tembilahan”. (wawancara November 2017) 
Hal ini sangat merugikan sebagai usaha transportasi travel 
angkutan umum yang mempunyai izin yang resmi atau trayek perlu 
ada ketegasan dan komitmen bersama bagaimana dengan transportasi 
travel angkutan umum yang memiliki plat hitam atau tidak memiliki 
surat izin yang resmi, yang sering digunakan oleh transportasi travel 
angkutan umum yang tidak mempunyai surat izin yang resmi dan 
sering digunakan menjadi alat transportasi travel angkutan umum. 
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“Doni seorang pengusaha transportasi travel angkutan 
umum mengatakan mempunyai 10 unit mobil kijang inova yang 
beroperasi, tapi dari 10 unit tersebut hanya 1 unit yang 
mempunyai izin resmi dalam usaha travel tersebut”. 
(Wawancara November 2017) 
Berikut ini adalah diantara data-data pemilik travel yang tercatat 
di profil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Indragiri Hilir. 
Tabel 1.1 
Data Pemilik Travel Plat Kuning dan Plat Hitam 
No Nama PO 
Plat Kuning 
(Berizin) 
Plat Hitam 
(Tidak Berizin) 
1 Indah Travel 28 Unit 10 Unit 
2 Winda Travel 25 Unit 1 Unit 
3 Inhil Jaya 10 Unit - 
4 Asri Gemilang Travel 8 Unit 4 Unit 
5 Inti Mora - 4 Unit 
6 ABC Travel - 10 Unit 
7 PO Ivan Wisata - 11 Unit 
8 Fajar Inhil 3 Unit 3 Unit 
9 Indah Karya 8 Unit 5 Unit 
10 PO DH Elena  - 8 Unit 
11 Putra Bungsu 6 Unit 9 Unit 
12 Kurnia Indah Travel 1 Unit 11 Unit 
13 Lingga Sakti Wisata 1 Unit 5 Unit 
14 Sinar Riau 3 Unit - 
15 Putra Gas Travel - 5 Unit 
16 Wahana Pratiwi - 4 Unit 
17 Mery Group Travel - 9 Unit 
18 PO Armada - 13 Unit 
Jumlah 93 112 
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. 
Inhil Tahun 2018 
 Dari tabel diatas dapat penulis ketahui bahwa masih banyak 
travel jasa bidang angkutan umum di Kabupaten Indragiri Hilir tidak 
mempunyai izin trayek resmi sekitar 112 memiliki plat hitam (tidak 
berizin) dan plat kuning (berizin) sekitar 93, mengapa masih masih 
banyak travel gelap berada di perusahaan travel resmi. Oleh sebab itu 
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Dinas Perhubungan darat harus tegas dalam pengawasan yang lebih 
intensif, masif dan terstruktur dari Dinas Perhubungan Kabupaten 
Indragiri Hilir.  
Dalam hal ini mempertimbangkan kesalahan dan penyimpangan 
dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan jasa angkutan 
transportasi travel umum, pengawasan ini untuk menjamin bahwa 
pelayanan angkutan transportasi travel angkutan umum dapat berjalan 
seefisien mungkin serta dapat memberikan kemanfaatan bagi 
masyarakat banyak, karena pengawasan kebutuhan tersebut adalah 
bagian dari yang integral dari pengelolaan transportasi travel angkutan 
umum. Dengan banyaknya jumlah travel yang tidak memiliki izin 
resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir cukup 
signifikan sehingga berkaitan pada tidak maksimalnya Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir. 
Selain itu efek negatif yang ditimbulkan oleh travel gelap 
transportasi plat hitam ini tidak memiliki tiket resmi dan otomatis 
tidak memiliki asuransi jiwa ketika ada kecelakaan maka tidak ada 
yang namanya tanggung jawab oleh pihak travel plat hitam, plat hitam 
ini tidak memasuki terminal di karenakan tidak mempunyai izin 
trayek dan itu akan mengakibatkan kerugian oleh Dinas Perhubungan, 
dan tidak itu saja ketika ada razia maka travel ini akan dikenakan 
sangsi tidak boleh membawa penumpang sehingga penumpang di 
travel tersebut akan turun yang mengakibatkan keterlambatan 
penumpang untuk sampai kekota tujuannya dan ini sangat merugikan 
masyarakat, sehingga berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik 
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melakukan penelitian dengan judul “Analisisa Fungsi Pengawasan 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri 
Hilir dalam Menertibkan Jasa Angkutan Travel di Kota Tembilahan”. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas 
permasalahan yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi 
pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam 
memberikan jasa angkutan travel, Penulis memfokuskan penelitian ini 
pada permasalahan yaitu :  
a) Bagaimana Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan 
Kabupaten Indragiri Hilir dalam menertibkan Jasa 
Agkutan Umum Travel?  
b) Apa yang menjadi kendala Dinas Perhubungan dalam 
melakukan pengawasan jasa angkutan travel?  
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
a) Untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas 
perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Indragiri Hilir dalam menertibkan Jasa angkutan travel 
b) Untuk mengetahui kendala Dinas Perhubungan dalam 
melaksanakan Pengawasan jasa angkutan travel 
1.4 Batasan Masalah 
Mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Darat yaitu 
bagaimanakah Dinas Perhubungan darat dalam menjalankan tugas-
tugas dalam pengawasan terhadap yang belum sesuai dengan 
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peraturan yang sudah ditetapkan saat sekarang ini, terhadap jasa 
angkutan 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi Fakultas Ekonomi dan Sosial dalam menambah 
bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya. 
2. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai 
permasalahan dan sebagai masukan bagi pemerintah yang 
melaksanakan pengelolaan jasa angkutan umum travel di Kota 
Tembilahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
